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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam mengatur 
administrasi kependudukan. Adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP dan KK apakah sudah memberi dampak di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Penelitian ini untuk 
mengetahui dasar pengaturan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Magelang dalam mengatur Penghayat Kepercayaan dan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP dan KK. Masalah yang terjadi dalam 
penelitian ini adalah mengenai pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Magelang dalam melaksanakan admistrasi kependudukan bagi Penghayat 
Kepercayaan setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP dan KK. Penelitian ini juga untuk 
mengetahui faktor penghambat yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pelayanan admistrasi kependudukan 
bagi Penghayat Kepercayaan. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP dan KK menjadi sebuah pedoman baru bagi 
Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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ARGANI SUKOCO.E0013063. IMPLEMENTATION OF INCLUSION OF 
BELIEFS WITHIN IDENTIFICATION CARD WITH AVAILABILITY 
SUPREME COURT RULLING NUMBER 97/PUU-XIV/2016 ABOUT THE 
INCLUSION OF BELIEFS WITHIN THE IDENTIFICATION CARD AND 
FAMILY CARD.( STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL KABUPATEN MAGELANG).  
This research was aimed to identify and evaluate the department of population and 
civil registration of Magelang district in managing the civil administration. Due to the 
Supreme Court ruling number 97/PUU-XIV/2016 about the inclusion of beliefs within 
the identification card and family card, a question had arisen whether this ruling had 
any impact on the department of population and civil registration of Magelang district.  
This research was purposed to find out the foundation of regulation, which was 
conducted by the department of population and civil registration of Magelang district 
in regard of the inclusion of beliefs and the obstacles faced in delivering the Supreme 
Court ruling number 97/PUU-XIV/2016 about the inclusion of beliefs within the 
identification and family cards. The problem within this research was in regard of the 
service provided by the department of population and civil registration of Magelang 
district in administering population for the followers of the beliefs after the emergence 
of the Supreme Court ruling number 97/PUU-XIV/2016 about the inclusion of beliefs 
within the identification and family cards. This research was also attempted to identify 
the obstacles faced by the department of population and civil registration of Magelang 
District in delivering the service of population administration for the followers of 
beliefs. The Supreme Court ruling number 97-PUU/XIV/2016 about the inclusion of 
beliefs within the identification card and the family card became a new guideline for 
the local government in coordinating with the department of Population and Civil 
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Dimana ada keinginan kuat, kesulitan tidak akan bisa kuat 
(Niccolo Machiavelli) 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap  
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A. Latar Belakang 
Agama merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. 
Agama juga merupakan salah satu pedoman hidup bagi seluruh manusia. Sejak 
seseorang lahir sudah memiliki agama yang melekat dalam hidupnya dan akan 
dibawa hingga kematian. Baik laki-laki maupun perempuan, yang muda sampai 
yang tua, yang miskin sampai yang kaya, yang di desa sampai yang di kota 
semuanya memiliki agama sebagai pedoman berkehidupan. Indonesia sebagai 
negara pancasila mengakui agama sebagai pedoman hidup bernegara. Negara 
juga memfasilitasi kehidupan beragama setiap warga negaranya.  
Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh negara sesuai dengan 
Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang 
berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali”. 
Indonesia sebagai negara yang majemuk saat ini masih hanya mengakui 
6 agama. Adapun 6 agama tersebut ialah islam, kristen, katolik, budha, hindu, 
dan kong hu chu ( Confusius) sesuai dengan Pasal 1 Penetapan Presiden 
Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Namun perlu diingat bahwa negara 
majemuk pasti memiliki berbagai karakteristik yang berbeda setiap daerah. 
Demikian juga dengan agama, bahwa setiap daerah pasti memiliki karakteristik 
agama sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai aliran kepercayaan. 
Orang-orang pemeluk kepercayaan ini kemudian disebut sebagai penghayat 
kepercayaan.  
Penghayat kepercayaan dalam kehidupan administrasi maupun sosial-
politik saat ini masih mengalami hal-hal yang bersifat diskriminatif. Kurangnya 





keresahan. Masyarakat masih tidak mengetahui apakah aliran kepercayaan 
adalah sebuah agama atau bukan. Masyarakat menganggap penghayat 
kepercayaan adalah sekumpulan orang yang melakukan aliran sesat. Masih 
terdapat kasus kerusuhan maupun diskriminasi yang dialami para penghayat 
kepercayaan. Meskipun faktor utama timbulnya kerusuhan itu hakikatnya tidak 
saja dipicu oleh persoalan agama, tetapi masalah lain juga memungkinkan 
menjadi penyebab, seperti masalah sosial, politik, dan ekonomi (Sudarto, 
2001:xi). Penghayat kepercayaan juga belum mempunyai wadah yang pasti 
untuk memberikan perlindungan bagi mereka. 
Saat ini penghayat kepercayaan tidak berada di bawah naungan 
kementrian agama melainkan pada Lembaga pengurus kebudayaan. Hal 
tersebut juga diakui sebagai faktor diskriminasi bagi kaum penghayat 
kepercayaan. Padahal kenyataannya praktik kearifan lokal yang berkaitan 
dengan seni atau kesenian, merupakan implementasi kesenian yang telah 
bersejarah. Kesenian merupakan makna sebagai praktik dan ekspresi sistem 
kepercayaan, sebagai upaya melestarikan budaya, pemelihara solidaritas, dan 
sebagai sistem yang telah berlaku dalam masyarakat dengan lingkungan alam 
(Daryono, 1997). 
Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam memberikan perlindungan 
hukum bagi penghayat kepercayaan. Negara dianggap membatasi agama-
agama yang diakui secara resmi. Di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang 
Dasar 1945 berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun menurut Undang-Undang No 
1/PnPs/1965 jo. Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Tap MPRS No XXVII/MPRS/ 
1966 menyatakan hanya menyebutkan 6 (enam) agama resmi yang diakui di 
Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan 





Undang-undang Dasar 1945, tidak berarti diakui sebagai agama yang resmi 
oleh pemerintah. Belum adanya pernyataan konkrit dari pemerintah mengenai 
perlindungan hukum dari pemerintah. Tingkat kedekatan antara agama dan 
negara (pemerintah) sangat tergantung kepada religiusitas penyelenggara 
negara (Sukardji,1995:146). 
Hak kebebasan beragama digolongkan dalam kategori hak asasi dasar 
manusia, bersifat  mutlak dan berada di dalam forum internum yang merupakan 
wujud dari inner freedom (freedom to be). Hak ini tergolong sebagai hak yang 
non-derogable. Artinya, hak yang secara spesifik dinyatakan di dalam 
perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan 
pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apa pun, termasuk selama 
dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil atau invasi militer. Hak yang non-
derogable ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Hak-
hak non derogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara 
pihak dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun (Groome, 
2001:6). 
Berangkat dari hal ini, MK (Mahkamah Konstitusi) mengeluarkan 
putusan yang berkaitan tentang penghayat kepercayaan setelah adanya 
pemohon untuk mengakui penghayat aliran kepercayaan. Putusan tersebut yaitu 
Putusan MK no.97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan 
dalam KTP dan KK. MK akhirnya mengabulkan permohonan uji materi terkait 
ketentuan pengosongan kolom agama di KTP dengan nomor perkara 97/PUU-
XIV/2016 yang diajukan oleh beberapa penganut kepercayaan. Setelah putusan 
ini mereka bisa mencantumkan kepercayaan pada kolom agama di KTP. 
Dasar MK dalam putusan tersebut menyatakan kata agama dalam Pasal 
61 ayat (1) dan Pasal 64 (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006 





kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 
"kepercayaan". "Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon 
untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 Ayat (1) 
dan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
termasuk aliran kepercayaan," ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan 
putusan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 
(7/11/2017).(http://nasional.kompas. com/read/2017/11/07/18573861/putusan-
mk-membuat-eksistensi-penghayat-kepercayaan-diakui-negara,diakses  
tanggal 10 januari 2018, Pukul 21.44 WIB). 
 Bunyi dari Pasal 61 ayat (1), yaitu: 
“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala 
keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, 
tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status 
hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang 
tua.” 
Dan bunyi pada Pasal 61 ayat (2) : 
“Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.” 
Sedangkan bunyi Pasal 64 ayat (1) yaitu : 
“KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah 
negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat 
tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan 





tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan 
nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.” 
Kata agama dijelaskan pada ayat (2) yang berbunyi: 
“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi 
Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” 
Dengan terbitnya putusan MK, aliran kepercayaan mempunyai hak 
untuk mencantumkan kepercayaannya dalam kolom KTP dan KK (kartu 
keluarga). Hak kebebasan beragama juga dicantumkan dengan rinci dalam 
Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan tersebut 
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undangg-undang No.12 tahun 
2015 tepatnya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2). Pasal 18 ayat (1) 
berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan 
beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau 
kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk 
menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, 
pengamalan, dan pengajaran”. 
Sedangkan Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut “Tidak seorang 
pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau 
menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya”. 
Dengan adanya undang-undang tersebut seharusnya aliran 
kepercayaan/penghayat kepercayaan sudah seharusnya diakui sejak dulu 
karena kepercayaan juga merupakan agama dari leluhur Indonesia. Para 
penghayat kepercayaan harus dilindungi agar tidak terjadi diskriminasi dalam 
kelas sosial, dan diberikannya sanksi bagi para penghina penghayat 
kepercayaan. Dalam ranah administrasi kependudukan juga tidak seharusnya 





kepercayaan juga harus diberi tempat untuk mencatumkan kepercayaan 
tersebut dalam kolom agama agar terciptanya pemenuhan hak bagi para 
penghayat kepercayaan.  
Seperti diketahui saat ini kolom agama di KTP bagi penghayat 
kepercayaan hanya diberi pengosongan kolom agama sesuai dengan Undang-
undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana 
telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23/2006. 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) sebagai pelaksana 
bidang administrasi kependudukan juga mengikuti aturan yang telah ditentukan 
dalam pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006. Pada dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Magelang masih menggunakan 
Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan atas 
peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2010 tentang 
penyelanggaran administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang. Dalam 
perda tersebut pada Pasal 72 ayat (3) disebutkan bahwa penghayat kepercayaan 
hanya mengosongkan kolom agama pada ktp. Bunyi pada Pasal 72 ayat (3) 
yaitu “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” 
Maka dengan pemaparan diatas urgen untuk dilakukan penelitian yang 
dikaji melalui penulisan hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI 
PENCANTUMAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM KTP SETELAH 
ADANYA PUTUSAN MK NO.97/PUU-XIV/2016 TENTANG 






B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten 
Magelang dalam mengatur penghayat kepercayaan untuk mewujudkan tertib 
administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang? 
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengaturan administrasi kependudukan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang setelah 
adanya Putusan MK no.97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Aliran 
Kepercayaan pada KTP dan KK? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena 
tujuan akan menjadi arah pedoman dalam mengadakan suatu penelitian. 
Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai 
oleh peneliti baik sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun 
untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Tujuan Obyektif  
a. Mengetahui lebih dalam mengenai Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten dalam mengatur penghayat kepercayaan. 
mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang. 
b. Mengetahui Faktor penghambat penghambat dalam pengaturan 
administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Magelang setelah adanya Putusan MK no.97/PUU-









2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam mengkaji 
masalah dibidang hukum Administrasi Negara khususnya mengenai 
administrasi kependudukan. 
b. Melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dibidang 
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori ilmu hukum yang telah diperoleh pada 
masa perkuliahan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. 
Manfaat yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini ada 2 
(dua), yakni manfaat teoritis yang bertalian dengan pengembangan ilmu 
hukum dan manfaat praktis yang bertalian dengan pemecahan masalah 
yang diteliti.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1 Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum 
Adminsitrasi Negara 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur dalam kepustakaan tentang kajian hukum Adminsitrasi 
Negara, khususnya mengenai administrasi kependudukan. 
c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-
penelitian yang sejenis. 
2 Manfaat Praktis 






b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai 
pihak khususnya masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana 
pengaturan administrasi kependudukan bagi penghayat 
kepercayaan. 
c. Untuk mengembangkan penalaran, pola pikir sistematis sekaligus 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh. 
 
E. Metode Penelitian 
Menurut Peter Mahmud Marzuki (2011:35), penelitian hukum adalah 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam 
penelitian ini,metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum 
normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hokum doctrinal. Penelitian 
hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Sebenarnya istilah penulisan hukum normatif tidak perlu 
karena istilah legal research atau penelitian hukum sudah jelas bahwa 
penelitian tersebut bersifat normatif. (Peter Mahmud Marzuki,2014 : 55-
56)   
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian 
hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat 
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 





Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, 
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. 
(Peter Mahmud Marzuki,2014:22)    
      
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan Pendekatan Perundang-
undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 
terhadap isu hukum kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 
dihadapi dan  dengan dikaitkan dengan Pendekatan Perundang-undangan 
yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan 
dengan isu hukum yang sedang dihadapi. (Peter Mahmud 
Marzuki,2014:133) 
4. Jenis dan sumber Bahan Hukum Penelitian 
Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam penelitian 
hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan 
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber 
penelitian. Sumber hukum tersebut dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki,2014:181) 
a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang nomor 24 tahun 2013 
tentang perubahan atas undang-undang Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP no 102 tahun 2012 
tentang pelaksanaan administrasi kependudukan. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang digunakan dalam 
penulisan hukum antara lain buku, modul, e-journal, dan kamus-







5. Teknik pengumpulan bahan hukum 
Teknik penelusuran dalam penelitian ini menggunakan cara studi 
kepustakaan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier,kemudian bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh 
melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik,dan cyberspace 
(internet) serta beberapa fakta hukum dimintakan klarifikasi pada pejabat 
di Kabupaten Magelang.Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan 
teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-
undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan 
logika deduktif. Dalam penggunaan metode deduksi berpangkal dari 
pengajuan premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan 
premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam 
pelaksanaan suatu aturan hukum. Kemudian dari kedua premis tersebut 
dapat ditarik kesimpulan atau konklusi. (Peter Mahmud Marzuki,2014 : 89-
90) 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi 
penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang 
terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
 Pada bab ini akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 






BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini menguraikan dua hal, pertama adalah kerangka teori 
yang melandasi penelitian serta mendukung didalam memecahkan masalah 
yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi tinjauan umum 
tentang Agama, Penghayat kepercayaan, administrasi kependudukan. hal yang 
kedua adalah kerangka pemikiran, yang berisi alur pemikiran yang hendak 
ditempuh yang dituangkan dalam bentuk skema atau bagan beserta keteragan. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil analisis penelitian 
yang diperoleh berupa kesimpulan akhir pembahasan tentang permasalahan 
hukum yang akan diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu juga akan disertai 
saran-saran yang didasarkan pada penulisan hukum  
BAB IV: PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi 










A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan umum tentang agama 
Pengertian Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada 
Tuhan Yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan 
manusia dan manusia serta lingkungannya. Agama menurut Nasution (1986) 
menjelaskan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan 
dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang 
lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap 
dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap 
kehidupan manusia sehari-hari (Nasution, 1986:10). Menurut H. Moenawar 
Chalil, agama adalah perlibatan yang merupakan tingkah laku manusia dalam 
berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas 
pengakuannya (H. Moenawar Chalil, 1970:12). 
Menurut Emile Durkheim, Agama adalah suatu sistem yang terpadu 
yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang 
suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang 
di namakan umat (Emile Durkheim, 2003:9). Menurut Ajat Sudrajat, terdapat 
unsur-unsur dalam agama yang meliputi : 
a. Adanya keyakinan pada yang gaib, 
b. Adanya kitab suci sebagai pedoman, 
c. Adanya rasul pembawanya, 
d. Adanya ajaran yang bias dipatuhi, 
e. Adanya upacara ibadah yang standar (Ajat Sudrajat dkk, 2008:34) 
Agama menawarkan pandangan suci yang khas dan keanggotaan 





menjadi suatu pandangan yang bersifat emosional dan sakral bagi pemeluknya 
(Renate Ysseldyk, 2010). 
Undang-undang di Indonesia belum mempunyai definisi yang pasti 
tentang agama. Namun Negara menjamin kebebasan beragama penduduknya 
sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi 
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu”. 
Pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia juga disebutkan mengenai hak kebebasan beragama. Pasal 22 ayat 1 
yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 22 ayat 2 
juga menyebukan mengenai kebebasan beragama, bunyinya “Negara menjamin 
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. 
Undang-undang No. 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan hanya ada 6 agama 






f) Kong Hu chu. 
Pasal 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1969 berbunyi “Setiap orang 
dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau 
mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu 





yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” 
Pada Undang-undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai 
Penetapan Presiden Sebagai Undang-undang tidak disebutkan secara langsung 
mengenai 6 agama tersebut namun disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1  atas 
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS 1965 yang berbunyi 
“Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan 
dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Agama-
agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, 
Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam 
sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini 
adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka 
kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 
Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan 
perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini.” 
Agama mempunyai fungsi sosial dan hukum bagi masyarakat luas. 
Menurut Jalaludin agama mempunyai fungsi sebagai berikut 
1. Fungsi Edukatif 
Para pemeluk agama diharapkan untuk mematuhi ajaran 
agama yang dianut karena setiap agama memiliki ajarannya masing-
masing. Agama secara yuridis mendorong para pemeluknya untuk 
mengikuti ajaran yang baik dan melarang hal yang tidak sesuai 
dengan ajaran. Para penganut menjadi baik dan terbiasa untuk 
melakukan hal yang benar sesuai dengan ajaran agamanya masing-
masing. 
2. Fungsi Penyelamat 
Di mana pun manusia berada dia selalu menginginkan 





Dalam mewujudkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat 
para penganut agama diharapkan lebih beriman kepada Tuhan. 
3. Fungsi Perdamaian 
Seseorang yang merasa dirinya berdosa atau bersalah dapat 
mencapai kedamaian batin, kedamaian diri sendiri, ataupun dengan 
sesama makhluk hidup. Sesorang yang melanggar ajaran agamanya 
dapat mensucikan dirinya dengan bertobat ataupun kembali ke jalan 
yang benar. 
4. Fungsi Kontrol Sosial 
Ajaran agama membuat penganutnya terikat batin terhadap 
ajaran agama tersebut baik secara pribadi maupun secara kelompok. 
Ajaran agama dianggap para penganutnya sebagai norma dalam 
berkehidupan. Ajaran agama juga membuat para penganutnya untuk 
peka terhada isu sosial seperti kemiskinan, kemaksiatan, 
kesejahteraan, keadilan, dan sebagainya. Para penganutnya 
diharapkan untuk lebih kritis dan tidak berdiam diri dalam 
menghadapi isu sosial. 
5. Fungsi Pemupuk Rasa Solidaritas 
Para penganut agama akan memiliki perasaan yang sama 
secara batin karena satu kepercayaan dan satu keimanan. Rasa 
solidaritas persaudaraan ini akan sangat kokoh dalam suatu 
kelompok. 
6. Fungsi Pembaharuan 
Agama dapat menjadi fungsi pembaharuan bagi seseorang 
penganut maupun suatu kelompok menjadi kehidupan ke arah yang 
baru sesuai dengan ajaran agamanya. Kehidupan baru dapat 
meninggalkan hal-hal yang sebelumnya dilakukan oleh seorang 





diharapkan menjadi agen perubahan nilai dan moral dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
7. Fungsi Kreatif 
Ajaran agama mendorong para penganutnya untuk bekerja 
produktif, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk 
kepentingan bersama diharapkan dapat membantu perekonomian 
orang yang membutuhkan. Para penganut agama diharapkan tidak 
hanya bekerja rutin namun juga memberikan inovasi dan penemuan 
baru yang berguna pada masyarakat luas. 
8. Fungsi Sublimatif ( bersifat merubah emosi) 
Ajaran agama mensucikan segala umat manusia, tidak haya 
bersifat duniawi namun juga bersifat ukhrawi. Usaha tersebut dapat 
dilakukan semua penganut agama selama tidak bertentangan dengan 
ajaran agama. (Jalaluddin,2009:313-315) 
2. Tinjauan umum tentang aliran kepercayaan 
a. Pengertian tentang aliran kepercayaan 
A.L Huxley ahli filsafat asal Inggris dalam aliran kepercayaan 
mempunyai 4 arti, yaitu: 
1. Percaya atau mengandalkan 
2. Percaya kepada wibawa 
3. Percaya pada dalil-dalil yang kita sendiri tidak dapat mengeceknya apabila 
mempunyai kesediaan, kesempatan untuk itu. 
4. Percaya kepada dalil-dalil yang kita sendiri ketahui bahwa kita dapat 
mengeceknya walaupun kita memiliki kesediaan (A.L Huxley, 1999:32). 
Huxley berpendapat, bahwa ketiga arti yang pertama mempunyai 
peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan pada arti yang keempat 






Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, aliran kepercayaan ialah keyakinan atau 
kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah 
satu agama yang diakui di Indonesia. Aliran kepercayaan itu ada dua macam:  
1. Kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis, tanpa filosofi dan 
tidak ada pelajaran mistiknya, seperti kepercayaan orang-orang 
Perlamin dan Pelebegu di Tapanuli. 
2. Golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai 
mistik, golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan 
kebatinan. Golongan kebatinan ini menjadikan golongan kepada Tuhan 
YME (Prof. Kamil Kartapradja,1985:2). 
Menurut M. As’ad El Hafidy, aliran kepercayaan adalah paham 
dogmatis terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa 
yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya ialah norma maupun adat yang 
telah hidup pada nenek moyang sepanjang masa (M. As’ad El Hafidy,1992:8). 
Menurut Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 yang telah diubah 
menjadi Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2012 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang pelaksanaan administrasi 
kependudukan, pada bab 1 ketentuan umum Pasal 1 menyebutkan bahwa 
penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-
nilai penghayatan kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa. 
Menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan bersama Menteri dalam negeri  dan 
Menteri pariwisata no 43 dan 41 tahun 2009 Tentang pedoman pelayanan 
kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengertian 
penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-
nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 
butir 4 Peraturan bersama Menteri dalam negeri  dan Menteri pariwisata no 43 
dan 41 tahun 2009 Tentang pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan 





organisasi penghayat kepercayaan, yaitu suatu wadah Penghayat Kepercayaan 
yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata. 
Penghayat Kepercayaan berada dalam pengawasan Badan Koordinasi 
Pengawasan Aliran Kepercayaan (BAKOR PAKEM). Pengawasan Aliran 
Kepercayaan mencakup : 
1. Aliran-aliran keagamaan meliputi: sekte keagamaan, gerakan 
keagamaan, pengelompokan jema’ah keagamaan, baik agama langit 
maupun agama bumi. 
2. Kepercayaan-kepercayaan budaya meliputi: aliran kebatinan, kejiwaan, 
kerohanian/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
3. Mistik kejawen, pedukunan atau peramalan, paranormal, metafisika.  
Bakor Pakem mempunyai tugas masing-masing dalam setiap bidang : 
a. Bidang keagamaan meliputi masalah-masalah : 
1. Aliran/sekte/jemaa’ah seperti: Ahmadiyah, Islam 
Jema’ah, Darul Hadits, Inkarus Sunnah dan Hare 
Kresna. 
2. Khotbah ekstrem, yang mengandung penghinaan, 
penodaan atau mendiskriminasikan agama lain yang 
dapat menimbulkan keresahan masyarakat. 
3. Dakwah zending, penyiaran agama yang dapat 
meresahkan masyarakat setempat. 
4. Tulisan yang isinya merusak, menghina, menodai 
agama,atau mengganggu kerukunan intern/antar umat 
beragama. 
5. Hubungan antara umat beragama dengan penganut 
kepercayaan. 





7. Pengajaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran 
keagamaan. 
8. Sekte-sekte keagamaan yang dibawa dan dikembangkan 
oleh orangorang asing. 
9. Lain-lainnya menyangkut keagamaan yang negatif 
sifatnya. 
b. Bidang kepercayaan meliputi masalah: 
1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Kerukunan intern/antar sesama penganut kepercayaan. 
3. Konflik antara kepercayaan dengan pemeluk agama. 
4. Perkawinan, sumpah/janji, penguburan, identitas 
penganut aliran kepercayaan. 
5. Kepercayaan China/Khong Hucu. 
6. Kepercayaan asing yang bersumber dari ajaran dan 
budaya di luar negeri. 
7. Kerukunan antara penganut kepercayaan dengan 
pemeluk agama. 
8. Eks. G 30 S/PKI dalam organisasi aliran kepercayaan. 
9. Pelanggaran, pembekuan kegiatan organisasi/aliran 
kepercayaan. 
10. Organisasi aliran/kepercayaan yang telah dilarang. 
11. Organisasi kepercayaan asing yang bersumber dan di 
kembangkan oleh orang-orang asing. 
12. Perdukunan, peramalan, para normal, mistik, kejawen. 
13. SARA antara golongan kepercayaan dan golongan 
agama atau sebaliknya. 
14. Lain-lainnya menyangkut keagamaan dan kepercayaan 





3.  Tinjauan umum tentang putusan MK 
a. Pengertian tentang putusan MK 
Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah menjatuhkan suatu 
putusan. Menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-
undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
teah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. Bunyi pada Pasal 10 ayat (1) : “MK berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik  Indonesia Tahun 1945; 
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. memutus pembubaran partai politik; 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 
Putusan MK bersifat final, artinya putusan MK langsung mendapat 
kekuatan hukum tetap sejak diputuskan dan tidak ada upaya hukum yang 
dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan 
hukum mengikat (final and binding). Jadi, akibat hukumnya secara umum, 
tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. 
Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak 
tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
1. Akibat Hukum dari Putusan MK 
Akibat hukum dari putusan MK dalam makna positif adalah 
sebagai berikut: 
a.  Mendorong terjadinya proses politik 





1. Amandemen atau merubah undang-undang atau membuat 
undang-undang baru, akibat dari putusan MK yang 
menganggap suatu putusan telah bertentangan dengan 
Undang-undang yang telah ada. 
2. Proses politik akan terjadi akibat dari putusan MK tentang 
hasil pemilihan umum. 
3. Putusan MK menyatakan adanya pelanggaran hukum 
berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Dasar 1945 akibat dari adanya putusan MK. 
b.  Mengakhiri sebuah sengketa hukum 
Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang MK butir b, 
c, dan d menentukan bahwa MK berwenang mengadili pada 
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 
untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar 
1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 
adapun akibat hukum dalam makna negatif adalah 
sebagai berikut: 
1. Membatalkan sebuah keputusan politik dan atau sebuah 
undang-undang hasil produk politik. 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan 
mengikat dapat membatalkan sebuah produk 
undang-undang yang dibahas oleh pembuat 
undang-undang yang melibatkan dua kekuasaan besar 





eksekutif (Pemerintah) melalui suatu perdebatan yang 
alot dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan 
menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. 
2. Terguncang rasa keadilan pihak-pihak yang tidak 
puas terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 
yang final dan mengikat. 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan 
mengikat tidak memberi kesempatan kepada 
pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut 
mengandung nilai-nilai ketidakadilan dan tidak 
puas terhadap putusan tersebut untuk menempuh jalur 
hukum lain. 
3. Dalam perspektif ke depan dapat membawa 
pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiri. 
Pembusukan hukum terkait dengan lemahnya 
penegakan hukum. Apabila tidak dilaksanakan karena 
tidak berkekuatan memaksa (eksekutorial) sehingga 
putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (law in 
book). Penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah 
Konstitusi justru dapat menurunkan kewibawaan 
hukum lembaga tersebut serta dapat membuat 
masyarakat menjadi kacau balau, merupakan normless 
society dalam kenyataan (in het werkelijkheid). (Jurnal 
Mahkamah Konstitusi) 
4. Tinjauan umum tentang administrasi kependudukan 
a. Pengertian tentang administrasi 
Menurut Sondang P. Siagian, administrasi ialah bentuk dari proses 
kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih 





Siagian,1994;3). Menurut Bachsan Mustafa, S.H ,administrasi adalah 
kombinasi dari posisi-posisi yang dibentuk dan diatur bertingkat 
dipercayakan kepada tubuh membuat badan hukum dan badan-badan 
kehakiman. Menurut George Terry menyatakan bahwa administrasi 
adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan 
perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
1. Ruang lingkup administrasi 
Ruang Lingkup tugas administrasi pada kantor ini dapat 
dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang 
berwujud (Gie, 2007:16) yaitu:  
a. Menghimpun  
Yaitu : kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan 
tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau 
berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan 
bilamana diperlukan.  
b. Mencatat  
Yaitu : kegiatan yang mebubuhkan dengan berbagai peralatan 
tulis   keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga 
berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan 
c. Mengelola  
Yaitu : bermacam-macam kagiatan mengerjakan keterangan-
keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang 
berguna.  
d. Mengirim  
Yaitu : kegiatan yang menyimpan dengan berbagi cara dan alat 





e. Menyimpan  
Yaitu : kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat 
tertentu yang aman.  
2. Fungsi Administrasi 
Fungsi administrasi adalah menentukan tujuan administrasi dan 
merumuskan kebijaksanaan umum. Administrasi mempunyai tugas-
tugas tertentu yang harus dilakukan dan tugas itulah yang biasa disebut 
fungsi-fungsi administrasi antara lain: 
a. Planning (perencanaan) 
Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan 
organisasi yang besar didalamnya ada penyusunan dan 
perumusan rencana diserahkan kelompok staf perencana, akan 
tetapi penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab 
manajemen. (Daft,2006;8) 
b. Organizing (perorganisasian) 
Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang 
menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, 
sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat 
dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan. 
(Daft, 2006:9). 
c. Leading (kepemempinan) 
Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang 
melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan 
meraih sasaran organisasi. (Daft, 2006:10)  
d. Controlling (pengendalian) 
Pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai 
arti memantau aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap 
berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila 






b. Pengertian tentang administrasi kependudukan 
Terdapat pengertian administrasi kependudukan di dalam Pasal 1 
ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas 
undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi 
kependudukan. Bunyi dari Pasal tersebut sebagai berikut: 
“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui 
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. 
Di dalam Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006 
tentang administrsi kependudukan terdapat pengertian yang lebih rinci 
mengenai administrasi kependudukan sebagai berikut : 
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 
dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara 
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.  
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia 
asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai Warga Negara Indonesia.  
4. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.  






6. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan 
berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.  
7. Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau 
kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 
pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.  
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 
oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai 
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil.  
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data 
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil.  
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan 
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat 
keterangan kependudukan.  
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk 
yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap 
penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk 
dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah 
datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi 
tinggal tetap.  
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah 
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal 






13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas 
yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam 
keluarga, serta identitas anggota keluarga.  
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 
instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami 
oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi 
pelaksana. 
16. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan 
pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada 
instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan 
anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan 
perubahan status kewarganegaraan.  
18. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada 
orang asing untuk tinggal di wilayah dalam jangka waktu yang 
terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
19. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang 
asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
20. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas 
dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa 
kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan 





21. Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya 
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan 
teknologi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara 
dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.  
22. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, 
dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi 
kerahasiaannya.  
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang 
melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada 
tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.  
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) instansi pelaksana adalah 
satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan 
pencatatan sipil dengan kewenagan menerbitkan akta. (Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006) 
1. Asas-asas Administrasi Kependudukan 
Asas-asas yang terdapat pada administrasi kependudukan, meliputi: 
a. Asas Stelsel Aktif 
Seseorang diharuskan untuk melakukan suatu upaya hukum 
tertentu untuk menjadi seorang warga negara. 
b. Asas Tugas Pembantuan 
Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 







c. Asas Domisili 
Asas tempat tinggal atas terjadinya suatu peristiwa 
kependudukan oleh seseorang. 
d. Asas Peristiwa 
Tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami 
oleh dirinya dan/atau keluarganya. (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Penjelasan atas Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi 
Kependudukan) 
2.  Pelaksana administrasi kependudukan 
Di dalam Pasal 1 ayat (5),(6),dan (7) Undang-undang nomor 
24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 
2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan instansi 
pelaksana administrasi kependudukan, yaitu: 
a. Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam negeri (Mendagri). 
b. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 
dan berwenang dalam urusan Administrasi 
Kependudukan. 
c. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah 
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang 
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi 
Kependudukan ( Dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil) 
3. Sistem informasi administrasi kependudukan 
Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang nomor 24 tahun 
2013 tentang 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 





administrasi kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di 
tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 
Di dalam Pasal 1 Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 
tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa 
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan. 
2. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah 
pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran 
data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data 
penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, 
serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan 
kebijakan dan pembangunan. 
3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 
selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi 
nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah 
administrasi pemerintahan. 
4. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya 
disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di 





melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data 
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk 
penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi 
kependudukan. 
5. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai 
kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  
Di dalam Pasal 2 Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 
tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa 
Kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
diarahkan untuk terwujudnya: 
1. peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil; 
2. penyediaan data untuk perencanaan pembangunan 
dan pemerintahan; dan 
3. penyelenggaraan pertukaran data secara tersistem 
dalam rangka verifikasi data individu dalam 
pelayanan publik. 
SIAK Online telah telah diatur di dalam Keputusan Presiden 
(Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi 
Kependudukan dan Permendagri No18/2005 tentang Administrasi 
Kependudukan. Tertib dokumen kependudukan atau Tertib 
administrasi kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap 
pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan 
dokumen, tapi harusnya tetap tersistem, konkrit, dan pragmatis. 
Dipandang dari sudut hukum berfungsi untuk melindungi, mengakui 













1. Administrasi Kependudukan 
2. Aturan perundang-undangan: 
    a. UU Nomor 24 Tahun 2013 
    b. PP no 102 tahun 2012 
    c. Peraturan bersama menteri dalam negeri  



















1. Hak para penghayat kepercayaan 
2. Administrasi kependudukan penghayat 
kepercayaan 
3. Faktor penghambat realisasi Putusan MK 
No.97/PUU-XIV/2016 
Simpulan 
1. Pengaturan administrasi kependudukan bagi 
Penghayat Kepercayaan 
2.Faktor yang menghambat realisasi Putusan MK 
no.97/PUU-XIV/2016  
Putusan MK no.97/PUU-XIV/2016 Tentang 







         Kerangka pemikiran di atas mencoba memberikan gambaran mengenai alur 
pemikiran penulis dalam mengangkat, menggambarkan, dan menjabarkan serta 
mengemukaan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini 
menggambarkan bahwa administrasi kependudukan saat ini belum memberi jawaban 
yang pasti bagi para penghayat kepercayaan. Dari berbagai anggapan masyarakat 
terutama bagi para pernghayat kepercayaan, dirasa penghayat kepercayaan belum 
mendapat tempat yang pasti di Indonesia. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 
tentang perubahan atas undang-undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dirasa masih mendiskriminasikan bagi para penghayat 
kepercayaan. Di dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2013 ktp dan kk kolom agama 
bagi para penghayat kepercayaan di kosongi. Hal tersebut merupakan bentuk yang 
tidak menguntungkan bagi para penghayat kepercayaan. Dengan keluarnya Putusan 
MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan 
KK diharapkan mampu menjadi jawaban bagi penghayat kepercayaan dari masalah 
sosial. Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan 
Pada KTP dan KK juga diharap mampu menjadi revisi segala peraturan perundang-
undangan masalah administrasi kependudukan, seperti halnya Undang-undang nomor 
24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 
2012 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan dalam rangka memberi 
kepastian hukum bagi para penghayat kepercayaan. Dalam rangka mewujudkan tertib 
administrasi kependudukan perlu dikaji mengenai penghayat kepercayaan lebih lanjut 
agar tidak terlahir organisasi yang dianggap menyesatkan masyarakat. Administrasi 
kependudukan juga merupakan fungsi bagi para penghayat kepercayaan agar bisa 
merasakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Dengan adanya Putusan MK 
no.97/PUU-XIV/2016 diharapkan munculnya instrumen perundang-undangan guna 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Proses penelitian penulis dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. 
1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Magelang 
Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil (Disdukcapil) 
adalah lembaga yang berada dibawah Kementrian Dalam Negeri 
(Mendagri). Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas data 
kependudukan berskala Provinsi (sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang no 
24 tahun 2013). Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil wajib menyelenggaran urusan administrasi kependudukan 
(Pasal 7 Undang-undang no 24 tahun 2013). Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Kementrian Dalam Negeri dan 
dipimpin oleh Kepala. Kantor ini terletak di Jl. Laksda Yos Sudarso No.  
31C, Magelang Tengah, Kota Magelang. 
Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil mempunyai tugas 
pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan 
secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Adapun Visi dari Dinas kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah Terciptanya sistem 
pemerintahan yang baik dan demokratis melalui peningkatan kualitas 
pelayanan berbasis SIAK (sistem informasi kependudukan) menuju 
masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 
Sedangkan Misi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Magelang,  yaitu: 
a. Mengembangkan kebijakan dan sistem, menyelenggarakan 





data kependudukan, mentertibkan identitas dan mensyahkan 
perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kuantitas dan 
kualitas sarana prasarana dalam rangka  meningkatkan 
pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil. 
c. Mengembangkan sistem informasi kependudukan (SIAK) 
secara online untuk menuju kecepatan pelayanan informasi data 
kependudukan yang valid dan akurat. 
d. Penguatan kapasitas masyarakat terhadap kebutuhan 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 
Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Magelang adalah: 
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan 
program di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan 
administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi 
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil; dan 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati 







Kepala daerah sebagai Pemimpin Pemerintahan Daerah 
setempat mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan administrasi 
kependudukan sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah nomor 5 
tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kabupaten Magelang, sebagai berikut: 
a. koordinasi  penyelenggaraan administrasi kependudukan;  
b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya 
di bidang administrasi kependudukan;  
c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi 
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  
d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi 
kependudukan;  
e. pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil;  
f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian 
urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas 
pembantuan;  
g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala 
kabupaten; dan  
h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi 
kependudukan. 
Pada Pasal 8 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang, 
instansi penyelenggara administrasi kependudukan atau Dinas 





a. Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen 
kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan 
sipil sesuai dengan kebutuhan;  
b. Meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan 
kewenangan UPT Instansi Pelaksana yang berkaitan 
dengan pelayanan pencatatan sipil;  
c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi 
terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan 
UPT Instansi Pelaksana; dan  
d. Melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penugasan 
kepada desa/ kelurahan 
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Magelang sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah nomor 5 
tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kabupaten Magelang sebagai berikut: 
a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama 
dalam memelihara hubungan timbal balik melalui 
pembinaan masingmasing kepada instansi vertikal dan UPT 
Instansi Pelaksana;  
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten 
dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan; 
c. Meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan 
Republik Indonesia di luar negeri melalui bupati; dan 









Tujuan dari adanya Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 
adalah: 
a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya 
administrasi kependudukan, 
b. Memberi pelayanan kepada masyarakat mengenai urusan 
kependudukan agar bertujuan tertib administrasi kependudukan, 
c. Mewujudkan sumber informasi kependudukan yang akurat bagi 
masyarakat dan pemerintah, 
d. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan. 
Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 
sasaran dalam terwujudnya tertib administrasi kependudukan sebagai 
berikut: 
a. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum 
administrasi kependudukan, 
b. Masyarakat merasa termudahkan dalam urusan birokrasi 
administrasi kependudukan, 
c. Terpenuhinya sumber informasi kependudukan yang akurat bagi 
masyarakat dan pemerintah, 
d. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, 
e. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 
dinas yaitu ruang arsip yang memadai dan kebutuhan dinas 
terpenuhi. 
Adapun kebijakan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
dalam mewujudkan tujuan dan sasaran untuk tertib administrasi 
kependudukan sebagai berikut: 
a. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan dengan tujuan 






b. Meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam bidang 
administrasi kependudukan demi melayani masyarakat, 
c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan secara 
efisien (mudah, cepat, dan tepat) 
d. Memenuhi sarana dan prasarana kedinasan. 
Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang, 
instansi penyelenggara administrasi kependudukan atau Dinas 
kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban sebagai 
berikut: 
a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan dan 
program di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pelayanan 
administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi 
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil; dan 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 
Pelayanan pencatatan sipil di dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil Kabupaten Magelang meliputi : 
a. kelahiran;  





c. lahir mati;  
d. perkawinan;  
e. perceraian; 
f. pengakuan anak;  
g. pengesahan anak;  
h. pengangkatan anak;  
i. perubahan nama;  
j. perubahan status kewarganegaraan;  
k. pembatalan perkawinan;  
l. pembatalan perceraian; dan  
m. peristiwa penting lainnya. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang 
memiliki struktur organisasi/susunan anggota. Anggota dari Dinas 
kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki bagian dan tugasnya masing-
masing sebagai berikut: 
a. Kepala  : Pardi Sriono, SH 
b. Sekretaris : Idam Laksana, SH,M.Hum 
c. Kasubbag perencanaan dan keuangan: - 
d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Sarwo Pramono, SH 
e. Kepala bidang pelayanan kependudukan : Lita Apriyana, 
SE,MM 
f. Kepala bidang pencatatan sipil : Mundariyah, SE 
g. Kepala bidang PIAK dan pemanfaatan data : M Ali Faiq, 
SIP,M.Si 
h. Kasi pindah datang dan pendataan Penduduk : Dra. Ratih 
Hardjuwati 
i. Kasi identitas penduduk : Abdul Hamid, BSc 
j. Kasi perkawinan,perceraian, perubahan status anak dan 





k. Kasi kelahiran dan kematian : Warsono, SIP 
l. Kasi pengelolan informasi kependudukan : Aryan Limagawati, 
SH 







STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 























Gambar 1:  Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Magelang 
Kepala Disdukcapil 
Pardi Sriono, SH 
Sekretaris 
Idam Laksana, SH, M.Hum 
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Kepala bidang Piak 
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Kasi Pengelolaan  
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B. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Magelang dalam 
mengatur penghayat kepercayaan untuk mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan di Kabupaten Magelang 
 
Penghayat kepercayaan bukan merupakan hal baru di Indonesia. 
Keberadaan penghayat kepercayaan masih tidak terbuka dalam kehidupan 
sosial di masyarakat karena dianggap sebagai aliran negatif di Indonesia. 
Penghayat kepercayaan masih terasingkan dan mendapat diskriminasi dari 
masyarakat mayoritas. Dalam hal administrasi kependudukan juga penghayat 
kepercayaan tidak mendapat tempat di kolom agama.  
Hak kebebasan beragama termasuk hal yang dilindungi oleh negara 
melalui Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “setiap 
orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 
kembali”. Pasal 28E ayat (2) juga menyatakan setiap orang bebas untuk 
meyakini kepercayaannya masing-masing. 
Indonesia saat ini hanya mengakui 6 agama resmi yaitu Islam, Kristen, 
Katholik, Budha, Hindu, Kong hu chu, hal ini sesuai dengan apa yang 
tercantum pada lembar penjelasan Pasal 1 Undang- undang nomor 1 PNPS 
tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/tau Penodaan Agama 
yang berbunyi “Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang 
lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, 
Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Hal ini dapat 
dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama di Indonesia”. 
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi 
pemenuhan hak para penghayat kepercayaan diharapkan pemerintah pusat 





Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran 
Kepercayaan Pada KTP dan KK. Mengacu pada Undang-undang Nomor 
23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23/2006, administrasi kependudukan masih mendiskriminasi 
para penghayat kepercayaan dimana para penghayat kepercayaan tidak 
mendapat tempat di kolom agama. 
Terdapat 4 pemohon yang disebutkan dalam Putusan MK Nomor 
97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan 
KK , antara lain : 
1.  Nggay Mehang Tana (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);  
2.  Pagar Demanra Sirait (selanjutnya disebut sebagai Pemohon 
II);  
3.  Arnol Purba (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);  
4.  Carlim (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV).  
Kuasa Hukum Muhnur, SH., Iki Dulagin, SH., MH., dkk Advokat 
dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam Tim Pembela 
Kewarganegaraan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 
September 2016. 
Di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan KK  dijelaskan bahwa 
pemohon mendapat kesulitan dalam hal administrasi kependudukan. Dalam 
pertimbangan tersebut disebutkan bahwa frase “tetap dilayani dan dicatat dalam 
database kependudukan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal undang-undang 
a quo pada dasarnya inskontitusional, sebab dengan Pasal undang a quo 
menyebabkan beberapa hal, sebagai berikut : 






2. Meskipun Aparatur Pemerintah melayani memberikan KK dan 
KTP elektronik dengan kolom agama kosong atau setrip (-) , 
tetapi juga menimbulkan masalah jika Penghayat Kepercayaan 
membutuhkan KTP dan KK dalam kehidupan sehari-hari, 
seperti tidak dapat diterima di tempat pekerjaan karena kolom 
agama di KTP dan KK kosong atau setrip. Hal ini dialami 
Pemohon II, seperti halnya: kesulitan mendapat pekerjaan, 
kesulitan akses hak jaminan sosial, kesulitan akses akta nikah 
dan akta kelahiran. Anak Pemohon III juga mengalami hal yang 
sama yaitu ditolak dalam melamar pekerjaan. Pemohon IV juga 
mengalami hal yan sama karena kolom agama kosong yaitu 
pemakaman keluarga Pemohon IV telah ditolak di Kabupaten 
Brebes; 
3. Aparatur Pemerintah menyarankan kepada Penghayat 
Kepercayaan dalam mengurus KTP elektronik dan KK untuk 
memilih salah satu agama di luar kepercayaannya. Inilah yang 
dialami Pemohon I dan komunitasnya dari komunitas Marapu di 
Sumba Timur, Pulau Sumba, banyak diantara mereka yang tidak 
memiliki KTP dan KK seperti Pemohon I. 
Di dalam amar Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan KK  menyebutkan bahwa 
1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 
ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23/2006 tentang administrasi kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232 





5745) bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 
“kepercayaan”; 
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-
undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 
23/2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745) 
bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 
Prinsip asas pelayanan publik, Pemerintah tidak diperbolehkan untuk 
memperlakukan diskriminasi pada setiap warganya sesuai dengan pada Pasal 4 
Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang 
berbunyi: 
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: 
a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum;  
c. kesamaan hak;  
d. keseimbangan hak dan kewajiban;  
e. keprofesionalan;  
f. partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;  
h. keterbukaan;  
i. akuntabilitas;  





k. ketepatan waktu; dan  
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 
Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran 
Kepercayaan Pada KTP dan KK menjadi acuan untuk merevisi seluruh 
peraturan yang mengatur prosedur administrasi kependudukan bagi penghayat 
kepercayaan. Prosedur yang dilaksanakan penghayat kepercayaan sama dengan 
para pemeluk agama lain. Prosedur membuat e-ktp bagi pemeluk penghayat 
kepercayaan sebagai berikut : 
a. Membawa fotocopy kartu keluarga (KK) dan surat pengantar 
RT/RW ke kelurahan setempat. 
b. Datang ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
c. Ambil nomor antrian, 
d. Mengambil dan mengisi formulir serta melampirkan dokumen 
pendukung, 
e. Menyerahkan surat permohonan kepada petugas sesuai nomor 
antrian, 
f. Petugas akan memverivikasi, mencatat, membuat resi, 
g. Petugas menyerahkan buku pendaftaran tersebut yang nantinya 
untuk mengambil hasil pelayanan ( Akta Pencatatan Sipil ) 
h. Pemohon mengambil hasil pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan 
tanggal pengambilan pada resi. 
Data kependudukan perseorangan sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006 tentang administrasi 
kependudukan, meliputi: 
1. nomor KK; 
2. NIK;  





4. jenis kelamin;  
5. tempat lahir;  
6. tanggal/bulan/tahun lahir;  
7. golongan darah;  
8. agama/kepercayaan;  
9. status perkawinan;  
10. status hubungan dalam keluarga;  
11. cacat fisik dan/atau mental;  
12. pendidikan terakhir;  
13. jenis pekerjaan;  
14. NIK ibu kandung;  
15. nama ibu kandung;  
16. NIK ayah;  
17. nama ayah;  
18. alamat sebelumnya;  
19. alamat sekarang;  
20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;  
21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;  
22. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;  
23. nomor akta perkawinan/buku nikah;  
24. tanggal perkawinan;  
25. kepemilikan akta perceraian;  
26. nomor akta perceraian/surat cerai;   
27. tanggal perceraian;  
28. sidik jari;  
29. iris mata;  
30. tanda tangan; dan  








     




















Gambar 2 : Bagan prosedur alur pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan 
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Berbeda dengan para pemeluk agama lain, para penghayat kepercayaan 
tidak diperkenankan untuk menulis agamanya di kolom agama KTP maupun 
KK. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 
23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23/2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi 
“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan 
tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”. 
Selain menggunakan undang-undang administrasi kependudukan, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menggunakan 
Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kabupaten Magelang sebagai pedoman.  
Pencantuman kolom agama bagi Penghayat kepercayaan di Kabupaten 
Magelang diatur di dalam Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah nomor 5 tahun 
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang yang 
berbunyi “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat 
kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan”. 
Setelah terbitnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan KK , diharapkan Pemerintah 
segera menyusun revisi administrasi kependudukan agar para penghayat 





dengan bapak Idam Laksana, yang merupakan sekretaris Dinas kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menjelaskan bahwa sampai  saat ini 
pemerintah masih belum memberi blangko atau revisi yang baru mengenai 
undang-undang administrasi kependudukan yang dirasa mendiskriminasi para 
penghayat kepercayaan. Menurutnya masih terdapat hambatan-hambatan untuk 
merevisi undang-undang administrasi kependudukan karena meliputi banyak 
hal seperti kolom agama, perkawinan, status agama anak. 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Magelang sampai 
saat ini tetap tidak diperkenankan melayani penghayat kepercayaan dengan 
membuat suatu pelayanan sendiri. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 
tidak berdiri sendiri, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap harus 
mengikuti aturan dari Kementrian Dalam Negeri. Menurut Bapak Idam 
Laksana, Kementrian Dalam Negeri saat ini masih dalam tahap mempersiapkan 
alat, aplikasi, dan blangko yang nantinya dipergunakan bagi pelayanan 
administrasi penduduk bagi penghayat kepercayaan. 
Di Kabupaten Magelang jumlah kelompok/organisasi penghayat 
kepercayaan termasuk salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Ada 
10 organisasi penghayat kepercayaan yang bernaung di Kabupaten Magelang. 
Kelompok penghayat kepercayaan sangat teroganisir karena memiliki struktur 
kepengurusan. Penghayat Kepercayaan saat ini berada di bawah naungan dari 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 
Sejak terbitnya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut, Dinas 
Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Magelang belum mendapatkan 
adanya pribadi maupun kelompok yang mendatangi Dinas kependudukan dan 
Pencatatan Sipil untuk mengurus masalah administrasi kependudukan. Dinas 
kependudukan dan Pencatatan Sipil pun juga belum juga membuat suatu 
sosialisasi bagi para penghayat kepercayaan. Bupati sebagai salah satu pejabat 
juga diberikan kewenangan untuk sosialisasi dan pembinaan penghayat 





tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang 































NO Nama Organisasi Susunan Pengurus 
1 Ngudi utomo Pembina : YCH Suwarso 
Ketua : J. Agus Wiharjo 
Sekretaris: S.Witoyo Jalu 
Bendahara : Edy Wiranto 
2 Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro Ketua : Suparno 
Sekretaris : Sukarman 
Bendahara : Istadi 
3 Paguyuban Sumarah  Ketua : Mudakir 
Sekretaris : Edrus PJ 
Bendahara : Ramidi 
4 Paguyuban Kawruh Jiwa Ketua : Ki Tarmo 
Sekretaris : Ki Pandi 
Bendahara : Ki Mujiono 
5 Paguyuban Penghayat Kapribaden Pembina:Hadiyu Wariyanto 
Ketua : Moelyadi 
Sekretaris : Soeroso 
Bendahara : Muntinah 
6 Persatuan Warga Sapta Dharma ( 
Persada) 
Ketua : Ibu RM. Poespoatmodjo 
Sekretaris : Rustam Priyono 
Bendahara : Soelaiman 
7 Ngesthi Kasampurnan Pembina : Doel Hadidarsono 
Ketua : Pardju Hadiperwito 
Sekretaris : Darto 
Bendahara : Prenodihardjo 
8 Keluarga Besar Palang Putih Nusantara 
Urip Sejati 
Ketua : Kamidjan 





Ketua : Subiyanto 
Sekretaris : Slamet Pamudi 
Bendahara : Mulyati 
10 Ngesthi Kasampurnan SS : Tikyono Nudi 
Pembina : Djojowinarno 
Ketua: Agustinus Ardi 
Sekretaris : Heri Mudjiono 
Bendahara : Amadi Purwanto 
 






















Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006 menyatakan bahwa 
penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database 
kependudukan. Namun pada kenyataannya kolom agama penghayat 
kepercayaan di kosongi atau diberi tanda setrip (-) atau pada prakteknya juga 
ada yang berbohong identitas agamanya. (http://www.bbc. 
com/indonesia/indonesia- 41896706, diakses pada 3 Juli 2018 Pukul 13.18 
WIB) 
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan 
bahwa 
1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu 
2. Negara menjamin setiap orang memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaanya itu. 
Tidak diberikannya tempat di kolom agama juga merupakan suatu 
bentuk diskriminasi sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) bab ketentuan umum 
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 
yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status 
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat 
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau 
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 





Hal itu juga berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 8 huruf b 
Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan 
sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23/2006 tentang administrasi 
kependudukan yang berbunyi “memberikan pelayanan yang sama dan 
profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan 
dan Peristiwa Penting”. Dengan tidak dicantumkannya di kolom agama berarti 
instansi tidak memberikan pelayanan yang sama. 
Dalam memberi pelayanan kepada penghayat kepercayaan, Dinas 
kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menggunakan pedoman Peraturan 
Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor 43 tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan 
Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 
2 Peraturan Bersama Menteri tersebut menyebutkan bahwa : 
1. Pemerintah Daerah Wajib memberikan pelayanan terhadap 
penghayat kepercayaan, 
2. Pelayanan sebagai dimaksud, meliputi : 
a) administrasi organisasi kepercayaan, 
b) pemakaman, dan 
c) sasana sarasehan atau sebutan lain. 
Pemerintah daerah serta instansi pelaksana juga harus memperhatikan 
faktor ketentraman antar umat sesuai dengan isi Pasal 4 peraturan bersama 
menteri tentang pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan, 
menyebutkan bahwa : 
a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk 
memfasilitasi terwujudnya kerukunan antara Penghayat 





b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, 
saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat 
Kepercayaan dengan masyarakat;  
c. Kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di 
kabupaten/kota dalam pelayanan kepada Penghayat 
Kepercayaan; dan 
d. Fasilitasi pemakaman Penghayat Kepercayaan di tempat 
pemakaman umum. 
 
Pelayanan administrasi kependudukan bagi penghayat kepercayaan 
dengan mengosongi kolom agama menjadi tanda setrip (-) merupakan 
pelanggaran terhadap salah satu asas hukum yaitu asas equality before the law 
(Semua sama dihadapan hukum). Asas persamaan di hadapan hukum 
merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan/kesamaan dalam hukum pada 
setiap individu tanpa adanya pengecualian. Adanya perbedaan dalam 
pengurusan E-KTP dan KK bagi penghayat kepercayaan dengan agama lain 
bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum Hal tersebut 
menunjukan adanya ketidaksetaraan/diskriminasi antar sesama warga negara. 
 
C. Faktor penghambat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 
Kabupaten Magelang dalam melakukan administrasi kependudukan bagi 
Penghayat Kepercayaan setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-
XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan KK  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sebagai instansi 
pelaksana administrasi kependudukan yang berada di bawah naungan dari 
bupati diharapkan mampu memberi pelayanan yang efektif dan cepat terhadap 
masyarakat. Diharapkan segala elemen masyarakat dapat mendapatkan 
pelayanan yang baik untuk mendapatkan kartu identitas berupa KTP maupun 





KTP dan KK merupakan suatu alat bukti yang sah di hadapan hukum 
sebagai penunjuk identitas diri. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
diharapkan mampu memberi pelayanan yang profesional sebagai instansi 
pelaksana administrasi kependudukan karena menyangkut kepentingan warga 
negara di mata hukum. 
Pada kenyataan praktek pelaksanaan administrasi kependudukan di 
lapangan seringkali terdapat hambatan dalam pengerjaannya. Pada wawancara 
yang dilakukan Penulis dengan bapak Idam Laksana, selaku sekretaris dari 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 23 April 2018 terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan bagi penghayat 
kepercayaan setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang 
Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada KTP dan KK. Hambatan tersebut bisa 
merupakan faktor internal dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil itu 
sendiri atau faktor eksternal pada pihak penghayat kepercayaan itu sendiri. 
1. Faktor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
a. Banyaknya pekerjaan membuat Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil belum mengadakan rapat mengenai pelayanan 
penghayat kepercayaan. 
Wawancara dengan bapak Idam Laksana sampai saat ini 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil belum melaksanakan 
forum internal mengenai Putusan MK. Banyaknya pekerjaan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah 
satu alasan belum adanya rapat internal mengenai pelayanan 
penghayat kepercayaan. Belum adanya perintah langsung dari 
pusat/ Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan 
terlebih dahulu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 






b. Jumlah Penghayat Kepercayaan banyak, tapi tetap harus 
melakukan sosialisasi 
Di Kabupaten Magelang jumlah organisasi Penghayat 
Kepercayaan tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 10 
organisasi penghayat kepercayaan. Namun para pengikut 
organisasi penghayat kepercayaan cukup banyak karena 
berjumlah lebih dari 2000 orang. Pemerintah daerah beserta 
instansi pelaksana di berikan kewenangan untuk melakukan 
sosialisasi mengenai Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 
Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan di KTP dan KK. Hal 
ini juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 23/2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam 
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 23/2006 tentang administrasi 
kependudukan. Pada Pasal 5 huruf c dan d undang-undang 
nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa kewenangan menteri 
yaitu: 
1. Fasilitasi dan Sosialisasi; 
2. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, 
evaluasi dan konsultasi. 
Dipersempit lagi ruang lingkupnya pada Pasal 7 huruf d 
Undang-undang nomor 24 tahun 2013 mengenai kewenangan 
dari pemerintah daerah melalui bupati/walikota, menyebutkan 
bahwa berwenang melakukan pembinaan dan sosialisasi 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
Adanya peraturan yang mengatur berarti diharapkan 







NO Organisasi Penghayat Kepercayaan Jumlah 
1 Ngudi utomo 267 
2 Paguyuban Kawruh Hardo Pusoro 370 
3 Paguyuban Sumarah 23 
4 Paguyuban Kawruh Jiwa - 
5 Paguyuban Penghayat Kapribaden 500 
6 Persatuan Warga Sapta Dharma ( Persada) 385 
7 Ngesthi Kasampurnan 160 
8 Keluarga Besar Palang Putih Nusantara Urip Sejati 750 
9 Hidup Betul 280 
10 Ngesthi Kasampurnan - 
  2733 
 
Tabel Jumlah Penghayat Kepercayaan Kabupaten Magelang ( Sumber 

















c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Magelang belum mengeluarkan surat edaran mengenai Putusan 
MK. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Magelang belum membuat surat edaran yang berarti pegawai 
maupun pejabat di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 
belum mengetahui apa langkah selanjutnya dalam pelaksanaan 
mengenai administrasi kependudukan bagi penghayat 
kepercayaan. Ada 2 faktor Dinas kependudukan dan Pencatatan 
Sipil belum menerbitkan surat edaran: 
1. Belum adanya perintah langsung dari Menteri Dalam 
Negeri dalam pelaksanaan administrasi 
kependudukan, 
2. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak 
mengambil inisiatif dalam mempelejari terlebih 
dahulu mengenai putusan mk tersebut. 
Dengan belum terbitnya surat edaran akan menyebabkan 
terlambatnya pemahaman dalam pelayanan administrasi 
kependudukan bagi penghayat kepercayaan. Surat edaran 
merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pejabat 
kedinasan dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil 
negara. Terlambatnya penerbitan surat edaran akan 
menyebabkan beberapa kendala bagi Dinas kependudukan dan 
Pencatatan Sipil yaitu: 
1. Terlambatnya fungsi sosialisasi dalam memberi 
pemahaman masyarakat penghayat kepercayaan 
mengenai Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 






2. Koordinasi antara Dinas kependudukan dan 
Pencatatan Sipil dengan Pemerintah Daerah akan 
kurang maksimal karena disebabkan pemahaman 
akan putusan mk terlambat. 
3. Pengawasan akan pelaksanaan sosialisasi dan 
pelayanan administrasi kependudukan akan kurang 
maksimal. 
 
2.  Faktor Penghambat dari Pihak Penghayat Kepercayaan 
Pada pelaksanaan administrasi kependudukan faktor 
penghambatnya tidak hanya berasal dari internal Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang 
melainkan berasal juga dari faktor eksternal yaitu penghayat 
kepercayaan itu sendiri. Penghayat kepercayaan merupakan  subjek 
dalam putusan mk yang membuat aturan administrasi 
kependudukan di revisi jadi bukan tidak mungkin menjadi 
hambatan dalam pelaksanaannya tersebut. 
a. Penghayat Kepercayaan kurang pro aktif 
Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan 
diharapkan bahwa masyarakat sebagai pendukung instansi 
pelaksana dalam mewujudkan cita-cita tertib administrasi 
kependudukan. Penghayat Kepercayaan harus menyadari bahwa 
penghayat kepercayaan diharapkan langsung turun tangan dalam 
mendesak untuk adanya aturan baru mengenai administrasi 
kependudukan di wilayah Kabupaten Magelang. 
Menurut wawancara dengan bapak Idam Laksana, 
Penghayat kepercayaan pro aktif dengan cara membuat suatu 
forum dimana Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas 





dengan administrasi kependudukan ataupun penjelasan 
mengenai Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang 
pencantuman aliran kepercayaan pada ktp dan kk. Diskusi 
mengenai  administrasi kependudukan merupakan suatu faktor 
yang penting di dalam mewujudkan cita-cita tertib administrasi 
kependudukan. 
b. Penghayat kepercayaan tidak secara periodik menyampaikan 
perkembangan jumlah penghayat kepercayaan. 
Diharapkan penghayat kepercayaan melalui 
organisasinya untuk menyampaikan secara periodik 
perkembangan jumlah para penghayat kepercayaan. Sampai saat 
ini proses update jumlah penghayat kepercayaan hanya 
menggunakan data dari tahun-tahun sebelumnya, hanya setelah 
ada putusan mk barulah ada pendataan lagi mengenai jumlah 
penghayat kepercayaan. 
Langkah yang perlu diambil oleh penghayat kepercayaan 
ada beberapa seperti: 
1. Penghayat kepercayaan melalui organisasi/pribadi 
menyampaikan kelengkapan administrasi 
kependudukan para anggotanya. Sebagai contoh 
data KTP sebelum nikah dan sesudah nikah bagi 
penghayat kepercayaan yang melakukan 
pernikahan. 
2. Penghayat kepercayaan melaporkan adanya 
penambahan bagi para pemeluk aliran kepercayaan 
di dalam organisasinya. Seperti adanya penambahan 
pemeluk karena adanya yang lahir sebagai 





kematian yang dialami oleh seorang penghayat 
kepercayaan. 
3. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan 
secara periodik akan melaksanakan pembinaan 











Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab 
terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dari 
penulisan hukum ini, yaitu : 
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melaksanakan Putusan 
MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan 
dalam KTP dan KK karena belum ada revisi peraturan administrasi 
kependudukan bagi penghayat kepercayaan sampai saat ini. Menteri Dalam 
Negeri sebagai pusat dari administrasi kependudukan belum merealisasikan 
Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran 
kepercayaan dalam KTP dan KK. 
2. Faktor penghambat terwujudnya realisasi tertib administrasi kependudukan 
setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang 
pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP dan KK, antara lain: 
a. Faktor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten 
Magelang: 
1. Banyaknya pekerjaan membuat Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil belum mengadakan rapat mengenai 
pelayanan penghayat kepercayaan  
2. Jumlah Penghayat Kepercayaan banyak, namun tetap harus 
melakukan sosialisasi, 
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Magelang belum mengeluarkan surat edaran mengenai 
Putusan MK tersebut agar dipelajari lebih lanjut bagi para 






b. Faktor Penghayat Kepercayaan: 
1. Penghayat Kepercayaan kurang pro aktif, 
2. Penghayat kepercayaan tidak secara periodik 





1. Pemerintah diharapkan untuk segera merevisi peraturan Undang-
undang administrasi kependudukan setelah adanya Putusan MK Nomor 
97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam 
KTP dan KK agar tidak terjadinya diskriminasi sosial antar pemeluk 
agama, 
2. Pemerintah melalui pemerintah kota/kabupaten diharapkan untuk 
segera melakukan sosialisasi mengenai administrasi kependudukan 
terlebih setelah diputus Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang 
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